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Abstract. This study aims to analyze the effectiveness of online licensing services through the Online Single Submission (0SS)

system on the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Sidoarjo Regency. The research
employed a descriptive qualitative method with data collection techniques through interviews, observations, and
documentation. Research informants consisted of the Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo and
MSME actors using the OSS system. Data analysis used the Miles and Huberman model with program effectiveness
indicators according to Budiani, including program target accuracy, program socialization, program objectives, and
program monitoring. The results showed that the target accuracy of the OSS program has graduaily reached MSME
actors through socialization and outreach services. Program socialization helped increase public understanding
regarding business legality, although the digital literacy of some MSME actors remains limited. The objectives of the
OS8S program were considered effective in improving the ease, speed, and transparency of business licensing services.
However, in the program monitoring indicator, several obstacles were still found, including limited assistance,
technical system constraints, and the community’s dependence on village officials during the OSS registration
process..
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan mengkaji ef-ekxivilas pelayanan perizinan online melalui sistem Online Single Submission
(OSS) terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian
menggunakan metode deskriptif kualitarif dengan teknik pengumpulan dara melalui wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pihak Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo serta
pelaku UMKM pengguna OSS. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dengan indikator efektivitas
program menurut Budiani yang meliputi ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan
pemantauan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketepatan sasaran program OSS mulai menjangkau
pelaku UMKM melalui sosialisasi dan program jempur bola. Sosialisasi program membantu meningkarkan
pemahaman masyarakat terkait legalitas usaha meskipun literasi digital sebagian pelaku UMKM masih terbatas.
Tujuan program OSS dinilai mampu meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan transparansi pelayanan perizinan
wusaha. Namun demikian, pada indikator pemantauan program masih ditemukan kendala berupa keterbatasan
pendampingan, hambatan teknis sistem, dan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan aparat desa dalam proses
pendaftaran OSS..

Kata Kunci - efektivitas pelayanan, OSS, perizinan online, UMKM, pelayanan publik
L. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki fungsi yang sangat krusial dalam mendukung
kemajuan ekonomi negara, karena dapat Bfnjildi pilar utama dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Kebijakan
perizinan y& berbasis elektronik lewat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 menjadi landasan bagi
peugnalem sistem Online Single Submission (OSS) dalam mendukung legalitas usaha melalui cara digital [1]. Data
dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia menunjukkan bahwa UMKM
berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja
di Tanah Air [2]. Situasi ini menandak an bahwa keberadaan UMKM tidak hanya berperan sebagai penggerak ekonomi
lokal, tetapi juga sebagai sektor kunci dalam menjaga keseimb ekonomi nasional, terutama pada saat terjadi
tekanan ekonomi. Meskipun demikian, perkembangan UMKM masih mengalami sejumlah tantangan, salah satunya
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terkait dengan legalitas usaha dan proses administrasi perizinan yang dinilai cukup rumit [3]. Sebelum sistem
pelayanan digital diterapkan, proses pengurusan izin usaha masih dilakukan dengan cara manual melalui serangkaian
birokrasi yang panjang, memerlukan banyak dokumen administrasi, dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk
pelayanan [4]. Hal ini membuat sebagian pelaku usaha kecil enggan untuk mengurus legalitas usaha lantaran dianggap
menyulitkan dan menghambat kegiatan usaha mereka. Sebagai akibatnya, masih banyak UMKM yang menjalankan
usahanya tanpa izin resmi, sehingga mengalami kesulitan dalam mengakses bantuan pemerintah, fasilitas pinjaman
usaha, pelatihan pengembangan, hingga peluang kerja sama dengan pasar yang lebih luas

Sebagai langkah untuk mengatasi masalah ini, pemerintah meluncurkan sistem Onfine Single Submission
(OSS) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai bentuk transformasi dalam
pelayanan perizinan berbasis digital dengan tujuan untuk menyederhanakan prosedur administrasi usaha [6].
Penerapan OSS memungkinkan pelaku usaha untuk mengurus legalitas usaha mereka secara online tanpa perlu ha
langsung di kantor pelayanan, schingga prosesnya menjadi lebih cepat, terintegrasi, dan transparan. Selain
mempercepat proses pelayanan, implementasi OSS juga didukung ()mpeudek;llem perizinan yang berbasiskan risiko
dan pengawasan yang berkelanjutan, sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 [7]. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penerbitan Nomor Induk
Berusaha (NIB) tidak hanya sekadar berfungsi selaku legalitas administratif, tetapi juga sebagai bagian dari sistem
pengawasan dan pembinaan usaha yang dilakukan secara rutin oleh pemerintah [8]. Dengan cara ini, implementasi
0SS tidak hanya bertujuan untuk mempercepat proses perizinan, tetapi juga untuk menciptakan sistem pengawasan
usaha yang lebih , adaptif, dan berkelanjutan bagi kemajuan UMKM di Inda{m [9].

Melaui penerapan sistem Online Single Submission (OSS) di wilayah Kabup Sidoarjo, pihak Dinas
Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo telah melakukan sejumlah tindakan untuk meningkatkan akses
legalitas usaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sehingga inisiatif yang diambil adalah
melalui program jemput bola untuk pelayanan perizinan yang bertujuan untuk mendekatkan layanan kepada
masyarakat di tingkat kecamatan dan desa. Menurut informasi dari DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo, lebih dari 1. 009
Nomor Induk Berusaha (NIB) berhasil diterbitkan melalui program ini. Selain itu, hasil survei internal oleh DPMPTSP
pada tahun 2022 menunjukkan bahwa sekitar 70% pelaku usaha merasa puas dengan kemudahan dalam penggunaan
sistem OSS untuk mendaftar perizinan usaha. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan OSS mulai memberikan hasil
yang positif dalam mempercepat layanan dan meningkatkan kesadaran legalitas usaha di kalangan pelaku UMKM.
Meskipun demikian, penerapan OSS di lapangan masih ghz i banyak gan, khususnya terkait dengan
rendahnya pemahaman masyarakat tentang prosedur, keterbatasan dalam penggunaan teknologi digital, serta
keterkaitan tinggi pelaku usaha terhadap pendampingan dan aparat desa selama proses pendaftaran [10]. Ini
menunjukkan bahwa perubahan layanan berbasis digital belum sepenuhnya diimbangi dengan kemandirian digital di
kalangan pelaku UMKM secara merata.

Tabel 1. Data Jumlah Penerbitan NIB UMKM melalui OSS di Kabupaten Sidoarjo
Tahun Jumlah NIB Diterbitkan Keterangan

Mulai gencar sosialisasi OSS

w2 503 oleh DPMPTSP

2022 1.009 Program jempur bola aktif di
12 kecamatan

2023 1.235 Kolaborasi dengan kelurahan

dan desa

Sumber; DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo,2023.

Untuk mendalami analisis tentang penerapan § Online Single Submission (OSS) di Kabupaten Sidoarjo,
peneliti memaparkan data mengenai jumlah penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk UMKM sebagai ilustrasi
perkembangan layanan legalitas usaha berbasis digital. Data ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan jumlah
penerbitan NIB dari tahun ke tahun, terutama sejak pemerintah daerah mulai memperluas sosialisasi, pendampingan,
dan program pelayanan izin hingga tingkat kecamatan dan desa. Kenaikan jumlah penerbitan NIB menandakan bahwa
syarakat pelaku UMKM mulai mengenali dan memanfaatkan akses layanan OSS secara lebih luas. Di samping itu,
juga menunjukkan adanya perubahan dalam pola layanan admi 1si usaha dari yang semula manual menjadi
digital yang lebih cepat, terintegrasi. dan transparan. Meskipun demikian, peningkatan penerbitan NIB tidak secara
otomatis berarti bahwa penerapan OSS telah berjalan tanpa kendala. Dalam prakteknya, masih terdapat berbagai
permasalahan dalam pelayanan yang mempengaruhi efektivitas penggunaan OSS di kalangan pelaku UMKM,
terutama terkait dengan kesiapan masyarakat dalam memahami dan mengoperasikan sistem pelayanan berbasis digital
secara mandiri.
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Beberapa masalah yang teridentifikasi dalam penerapan OSS di Kabupaten Sidoarjo antara lain: (a)
rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur penggunaan sistem OSS, khususnya pada tahap regi akun,
pengisian data usaha, dan pengunggahan dokumen administrasi, sehingga sejumlah pelaku UMKM masih mengalami
kesulitan dalam mengakses layanan secara mandiri; (b) kurangnya literasi digital dan sarana teknologi yang tersedia
bagi pelaku usaha kecil, terutama di daerah pedesaan, mengakibatkan proses layanan online sangat bergantung pada
bantuan pendamping, perangkat desa, atau petugas pelayanan; (c¢) digitali layanan yang belum sepenuhnya
terintegrasi karena dalam beberapa situasi, masyarakat tetap diwajibkan untuk hadir langsung untuk proses konsultasi
dan verifikasi administrasi, hal ini menunjukkan bahwa prinsip pelayanan elektronik belum diimplementasikan secara
maksimal; dan (d) ketidakmerataan akses informasi serta perbedaan tingkat pemahaman masyarakat terhadap OSS
yang mengakibatkan penerapan layanan digital belum sepenuhnya merata di seluruh segmen UMKM. Situasi ini
menunjukkan bahwa kesuksesan OSS tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan sistem teknologi layanan, tetapi juga
oleh kesiapan sumber daya manusia, efektivitas sosialisasi, dukungan dari lembaga, serta kemampuan pemerintah
daerah dalam membangun layanan digital yang adaptif dan inklusif bagi masyarakat pelaku UMKM.

Penelitian ini menggunakkan teori efektivitas dari Budiani (2007) menekankan bahwa keberhasilan sebuah
organisasi dapat dilihat dari sejauh mana perilaku individu dan struktur kelembagaan mampu bekerja secara selaras
untuk mencapai; kualitas, produktivitas, kepuasan, motivasi dan adaptasi tujuan yang telah ditetapkan sebagai alat
evaluasi untuk mengkaji layanan OSS secara mendalam. Teori ini menyoroti empat indikator utama efektivitas yang
akan menjadi acuan dalam pembahasan, yaitu: (1) Ketepatan target program; Ketepatan target program menunjukkan
sejauh mana program benar-benar menjangkau kelompok yang telah ditetapkan sebagai sasaran kebijakan. Dalam
konteks perizinan usaha, indikator ini menilai apakah pelaku UMKM yang menerima layanan memang termasuk
kategori usaha mikro, kecil, atau menengah, (2) Sosialisasi program; merupakan indikator yang menilai bagaimana
informasi kebijakan disebarluaskan kepada masyarakat sasaran. Sosialisasi yang baik tidak hanya menyampaikan
penjelasan, tetapi juga memastikan pemahaman yang memadai. Kejelasan materi, bahasa yang digunakan, dan metode
penyampaian sangat memengaruhi efektivit ialisasi. Tanpa sosialisasi yang memadai, program berpotensi kurang
dimanfaatkan oleh kelompok ran, (3) Kejelasan tujuan; berkaitan dengan seberapa jelas arah dan hasil yang ingin
dicapai oleh suatu kebijakan. Tujuan yang dirumuskan secara spesifik membantu pelaksana dan penerima memahami
manfaat program. Kejelasan ini juga meminimalkan perbedaan interpretasi di lapangan. Program yang tujuannya
kabur sering kali menimbulkan kebingungan dan pelaksanaan yang tidak konsisten, dan (4) Pemantauan program;
mengacu pada proses pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan. Indikator ini penting untuk
memd an program berjalan sesuai rencana. Pemantauan memungkinkan pendeteksian dini terhadap hambatan atau
penyimpangan. Tanpa pemantauan, pelaksana sulit mengetahui apakah program mencapai hasil yang diharapkan.
Keempat indikator ini merupakan dasar penting untuk menilai efektivitas kebijakan publik secara terstruktur dan
komprehensif [11]. Untuk mengevaluasi indikator-indikator tersebut dengan lebih mendalam, Budiani menjelaskan
bahwa ketepatan target program berkaitan dengan sejauh mana penerima manfaat cocok dengan target yang sudah
ditentukan. Sosialisasi program sangat diperlukan untuk memastikan masyarakat memahami keberadaan, tujuan, dan
cara kerja layanan tersebut. Kejelasan tujuan program menuntut adanya perencanaan yang baik dengan tujuan yang
realistis, terukur, dan dapat dicapai. Sementara itu, pemantauan program menekankan pentingnya proses pengawasan
dan evaluasi yang berkelanjutan agar pelak sanaan layanan tetap sesuai rencana dan dapat memberikan dampak positif
rakat.
an ini merujuk pada beberapa kajian sebelumnya yang relevan dengan pelaksanaan layanan perizinan
berbasis digital bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu studi oleh Damayanti (2024) [12]
yang berjudul “Pendampingan UMKM dalam Pendaftaran NIB Melalui Sistem Online Single Submission (OSS)
sebagai Langkah Strategis Menuju Kemandirian dan Keberlanjutan Usaha di Kota Kediri” bertujuan untuk
meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM mengenai proses pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) lewat sistem
0OSS. Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan efektif dalam membantu para pelaku
UMKM memahami tahapan pendaftaran NIB dan mengatasi keterbatasan literasi digital saat menggunakan OSS.
Dengan adanya pendampingan ini, pelaku UMKM lebih mudah mendapatkan legalitas usaha, yang membuka
kesempatan untuk mendapatkan akses terhadap pembiayaan, pelatihan, serta program pemberdayaan dari pemerintah.
Penelitian ini menunjukkan bahwa kesuksesan pelaksanaan OSS bukan hanya bersandar pada adanya sistem digit
melainkan juga dipengaruhi oleh efektivitas pendampingan yang diberikan kepada pelaku usaha.

Studi lain dilakukan oleh Risa Indah Sari dan Eni Rustianingsih (2024) [13] dengan judul “Efektivitas Kios E-
Pak Ladi dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa Gunung Gangsir Kabupaten Pasuruan™. Tujuan dari
penelitian ini adalah mengar s terkait efektif inovasi layanan admini i kependudukan berbasis teknologi pada
tingkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Kios E-Pak Ladi dapat meningkatkan kemudahan akses
masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan dan mempercepat pengurusan dokumen. Namun, terdapat
beberapa tantangan dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, masalah dalam sarana
dan prasarana teknologi, serta rendahnya keterampilan sumber daya manusia dalam menggunakan sistem layanan
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digital. Hasil penelitian ini menekankan bahwa keberhasilan layanan berbasis teknologi sangat bergantung pada
kesiapan infrastruktur serta kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital secara efektif.

Selanjutnya, penelitian oleh Nisak dan Hertati (2024) [14] yang berjudul “Efektivitas Pelayanan Sistem Informasi
Pelayanan Perizinan m}eldu (SIPPADU) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Sidoarjo” bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan sistem layanan perizinan digital. Hasil kajian ini
menunjukkan bahwa SIPPADU se keseluruhan telah berfungsi dengan cukup baik dalam meningkatkan
kemudahan dan efisiensi pelayanan perizinan bagi masyarakat. Sistem ini membantu mempercepat proses administrasi
dan meningkatkan akses masyarakat dalam mendapatkan layanan perizinan. Akan tetapi, penelitian ini juga
mengidentifikasi beberapa kendala dalam implementasinya, seperti gangguan teknis dalam sistem, keterbatasan
infrastruktur teknologi, serta ketidaklengkapan dokumen dari pemohon yang menghambat proses pelayanan. Temuan
ini menunjukkan bahwa penerapan layanan digital masih memerlukan kesiapan sistem dan dukungan administrasi
yang memadai agar pelayanan dapat berjalan dengan optimal.

Selain itu, penelitian oleh Christiawan (2021) [15] yang berjudul “Perizinan Berbasis On Single Submission
untuk Mewujudkan Kemudahan Berusaha” bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan em Online Single
Submission (OSS) sebagai upaya pemerintah dalam menyederhanakan alur perizinan usaha. Hasil studi menunjukkan
bahwa OSS dapat meningkatkan kemudahan dalam berusaha melalui integrasi layanan perizinan dalam satu sistem
digital, sehingga pengajuan izin menjadi lebih transparan dan efisien. Sistem ini akan memudahkan pelaku usaha
dalam mendapatkan legalitas usaha secara daring tanpa harus mengunjungi berbagai instansi pemerintah. Ne'llll],
kajian ini juga menemukan sejumlah hambatan pada pelaksanaan OSS, seperti koordinasi yang belum aimill antara
pemerintah pusat dan daerah, kurangnya infrastruktur teknologi informasi, bersama minimnya tingkat literasi digital
di kelompok pelaku usaha. Temuan ini menunjukkan bahwasanya kesuksesan OSS bukan hanya tergantung pada
ketersediaan teknologi layanan, melainkan dipengaruhi oleh ketersediaan kelembagaan dan kemampuan masyarakat
untuk beradaptasi dengan sistem digital.

Sehingga beberapa penelitian yang sudah dilakukan dahulu, terlihat bahwa umumnya penelitian lebih memusatkan
perhatian pada efisiensi pelayanan digital, bimbingan dalam penggunaan OSS, serta inovasi layanan administrasi yang
berbasis teknologi. Walaupun demikian, studi yang secara khusus meneliti efektivitas sistem Online Single Submission
(0SS) dengan menggunakan teori efektivitas program dari Budiani (2007) masih sangat sedikit. Selain itu, penelitian
yang ada sebelumnya belum banyak membahas keterkaitan antara efektivitas OSS dan kesiapan digital dari pelaku
UMKM di tingkat daerah. Oleh karena itu, riset ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis efektivitas layanan
perizinan online melalui OSS berdasarkan indikator efektivitas dari Budiani (2007) serta mengaitkannya dengan
kesiapan digital dari masyarakat pelaku UMKM di Kabupaten Sidoarjo.

Sementara itu, dalam aspek kesesuaian organisasi pelaksana, efektivitas sangat dipengaruhi oleh keberadaan tim
yang kompeten, prosedur pelaksanaan yang jelas dan efektif, serta kapasitas teknis dan administratif yang sesuai
dengan tuntutan program. Sedangkan untuk kesesuaian kelompok s an, indikator yang digunakan mencakup
kesesuaian antara kebutuhan kelompok sasaran dengan isi program, partisipasi aktif dalam proses pelaksanaan, dan
kemampuan untuk memanfaatkan hasil program tersebut secara optimal. Dari latar belakang ini, penelitian bertujuan
untuk menjawab pertanyaan kunci, Sejauh mana efektivitas pelayanan perizinan online dalam mendukung
pengembangan UMKM di Kabupaten Sidoarjo. Dengan presepsi yang lebih mendalam tentang efektivitas sistem ini,
diharapkan penelitian ini dapat menyumbang rekomendasi yang bernilai untuk pemerintah daerah guna meningkatkan
layanan perizinan berbasis digital agar lebih inklusiffeEfisien, dan responsif terhadap kebutuhan UMKM. Penelitian
ini bertujuan menilai pelaksanaan OSS berdasarkan aspek ketepatan target program, sosialisasi program, kejelasan
tujuan, dan pemantauan program sebagaimana dikemukakan dalam teori efektivitas Budiani. Melalui tujuan tersebut,
penelitian diinginkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai kinerja layanan perizinan digital sekaligus
menjadi dasar perumusan rekomendasi untuk kenaikan kualitas layanan perizinan bagi UMKM.

II. METODE

Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis dan eksplorasi mendalam
terhadap pengalaman, pemahaman, serta tantangan yang ditemui oleh pelaku UMKM dalam runaan OSS [16].
Fokus penelitian ini diarahkan pada analisis efektivitas pelayanan perizinan berusaha berbasis sistem Online Single
Submission (OSS) dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten
Sidoarjo. Penelitian kualitatif bertujuan menguraikan realitas sosial dari aspek subjek yang diteliti, melewati
pengumpulan data yang berupa naratif dan deskriptif serta analisis yang interpretative [17]. Oleh karena itu,
pendekatan ini dianggap tepat untuk menggali makna dan konteks penggunaan OSS dalam pelayanan perizinan usaha
[18]. Lokasi penelitian ditetapkan di wilayah yang menjadi pusat pelayanan perizinan, dengan subjek penelitian terdiri
dari pelaku UMKM pengguna OSS, Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, berdasarkan
pertimbangan bahwa mereka memiliki pengalaman dan pemahaman yang relevan terhadap topik penelitian [19].
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Pemilihan informan dilakukan dengan metode purposive sampling berdasarkan alasan bahwa informan
memiliki pengalaman, keterlibatan, dan pemahaman yang sesuai mengenai pelaksanaan OSSm‘mzm yang berperan
serta pada penelitian ini yaitu: (1) Bapak Aris yang menjabat sebagai Staff Umum Perizinan Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo dan memiliki pengetahuan mengenai proses pelaksanaan serta
kebijakan layanan OSS; (2) Ibu Rina Marlina yang selaku UMKM; serta (3) Bapak Dian, selaku Kabid Admni
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam l]LL:l memperoleh informasi tentang pengalaman,
tantangan, dan pandangan informan terhadap efektivitas OSS; observasi langsung terhadap alur pelayanan perizinan
yang berbasis OSS: serta pengumpulan dokumen yan@ncakup regulasi, laporan dari instansi pemerintah, dan
penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi
wawancara, observasi langsung terhadap proses penggunaan OSS dalam pengurusan perizinan; serta dokumentasi
yang mencakup regulasi terkait, laporan instansi pemerintah, dan hasil penelitian terdahulu. Data yang terku
dianalisis menggunakan metode analisis tematik l]lm menggolongkan data ke dalam topik utama yang timbul dari
hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi [20]. Teknik analisis data hasil peneaan mengacu pada model analisis
data Miles dan Huberman. Dalam Teknik ini Miles dan Huberman membagi alur analisis data menjadi empat tahap,
yakni gumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan [21]. Fokus penelitian ini diarahkan
untuk menganalisis efektivitas pelayanan perizinan berusaha berbasis sistem Online Single Submission (OSS) dalam
mendukung pengembangan UMKM di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian secara khusus menitikberatkan pada efektivitas
layanan OSS menggunakan teori efektivitas program dari Budiani (2007).

1.

II1. HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa pelaksanaan program digitalisasi pelayanan publik, termasuk sistem
0SS, telah membuahkan hasil yang cukup optimal pada beberapa aspek. Hal ini tercermin dari adanya kecocokan
antara target program dengan kelompok penerima manfaat, serta meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap
prosedur layanan yang disediakan. Namun demikian, dalam implementasinya masih dijumpai beberapa hambatan,
khususnya terkait keterbatasan infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, serta belum optimalnya penyaluran
informasi kepada masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan adanya tindakan penguatan pada aspek-aspek tersebut agar
pelak sanaan program dapat dilakukan lebih efektif dan merata.

34

A. Ketepatan Sasaran Program

Ketepatan sasaran program menurut Budiani (2007) adalah ukuran yang digunakan untuk melihat bagaimana
suatu program berhasil menjangkau l@npﬂk yang telah ditentukan sebagai penerima manfaat utama. Dalam hal
pelayanan perizinan online melalui sistem Onfine Single Submission (OSS), ukuran ini berhubungan dengan
kemampuan Dinas Penanaman Modal dan Pclay@ Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo untuk memastikan
bahwa layanan legalitas usaha bisa dijangka@Elleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ketepatan
sasaran diukur tidak hanya melalui jumlah penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), namun juga dengan melihat
seberapa sesuai kelompok penerima lay anan dengan tujuan awal program, khususnya bagi pelaku UMKM mikro yang
sebelumnya menghadapi kendala administratif, minimnya informasi, dan rendahnya kemampuan dalam menggunakan
teknologi digital. Tujuan utama implementasi OSS adalah untuk menyederhanakan proses birokrasi perizinan dan
meningkatkan akses layanan dengan cepat, transparan, dan terpadu. Namun dalam pelaksanaannya, efektivitas ré
program dipengaruhi oleh kesiapan masyarakat dalam memahami sistem pelayanan digital. Hal ini melihatkan bahwa
kesuksesan OSS bukan hanya berpacu pada keberadaan teknologi, melainkan pada kesanggupan pemerintah untuk
memastikan semua kelompok usaha, termasuk UMKM kecil di daerah pedesaan, mendapatkan akses layanan yang
setara dan mudah dipahami.

Sebelum OSS diperkenalkan, proses pengajuan izin usaha di Kabupaten Sidoarjo masih dilakukan secara
manual dengan melalui tahapan adminisi yang cukup panjang yang mengharuskan pelaku usaha hadir langsung di
kantor pelayanan. Keadaan ini menyebabkan banyak UMKM kecil tidak memiliki legalitas usaha karena keterbatasan
waktu, biaya transportasi, dan minimnya pemahaman tentang prosedur administrasi perizinan. Selain itu, sistem
pelayanan yang berbasis dokumen fisik seringkali menyebabkan keterlambatan bagi masyarakat ketika ada
kekurangan dalam berkas administrasi, sechingga mereka harus kembali untuk melengkapi dokumen secara berulang.
Namun setelah OSS diterapkan, proses pelayanan mulai beralih ke sistem digital yang lebih mudah dan terintegrasi.
Pelaku usaha saat ini dapat mengajukan pendaftaran untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui online
tanpa perlu hadir ke kantor pelayanan. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa kelompok masyarakat yang lebih
cepat memanfaatkan OSS umumnya adalah pelaku usaha yang sudah memiliki keterampilan dalam menggunakan
teknologi dan akses internet yang baik. Di sisi lain, beberapa UMKM mikro di daerah pedesaan masih mengalami
kesulitan dalam memahami proses pendaftaran, registrasi akun, hingga unggah dokumen administrasi secara mand
Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan, terungkap bahwa kesiapan digital masyarakat tetap menjadi
faktor penting yang memengaruhi ketepatan sasaran program OSS di Kabupaten Sidoarjo.
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Hasil wawancara dengan Ibu Rina, seorang pelaku UMKM makanan ringan di Kecamatan Krembung,
menunjukkan bahwa penerapan OSS memang mempercepat proses mendapatkan legalitas usaha, namun di awal masih
terdapat banyak kesulitan dalam menjalankan sistem digital secara mandiri. Ia menjelaskan:

"Sebelum adanya 0SS, saya harus pergi ke kantor untuk mengurus izin usaha dan
membawa banyak dokumen fotokopi. Prosesnya cukup lama karena jika ada dokumen yang kurang,
saya harus kembali untuk melengkapinya . Setelah OSS diterapkan, sebenarnya lebih praktis karena
pendaftaran bisa dilakukan secara online. Namun, ketika pertama kalimencoba, saya masih merasa
bingung saat membuat akun dan mengisi data usaha karena menurut saya tampilannya cukup rumit
untuk orang yang belum terbiasa dengan komputer. Saya juga sering gagal mengunggah dokumen
karena ukuran file tidak sesuai dengan ketentuan sistem. Akhirnya, saya meminta bantuan dari
perangkat desa untuk mendampingi saya selama proses pendaftaran sampai selesai. Menurut saya,
OSS memang membantu mempercepat izin usaha, tetapi bagi pelaku usaha kecil seperti saya, masih
dibutuhkan pendampingan karena tidak semua orang langsung memahami teknologi digital. Banyak
pelaku UMKM di desa sebenarnya ingin memiliki izin usaha, tetapi mereka takut melakukan
kesalahan dalam mengisi data, sehingga lebih memilih untuk meminta bantuan saar melakukan
pendaftaran. "

Sebelum memaparkan data dalam bentuk tabel, peneliti terlebih dahulu menjelaskan bahwdEfimlah
penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dipergunakan untuk mengamati kemajuan dalam ketepatan sasaran program
pelayanan izin online melalui sistem Online Single Submission (OSS) di Kabupaten Eeu‘jo. Data ini berfungsi
sebagai indikator pendukung untuk menggambarkan sejauh mana OSS dapat menjangkau pelaku Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah (UMKM) yang menjadi target utama dari program ini. Selain menggambarkan tren penggunaan
layanan OSS, data ini juga memberikan informasi mengenai perubahan akses legalitas usaha setelah pemerintah
daerah mulai meningkatkan sosial dan pendampingan kepada masyarakat. Dalam penelitian ini, peningkatan
jumlah penerbitan NIB tidak hanya dipandang sebagai pencapaian administratif, tetapi juga mencerminkan
meningkatnya kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya legalitas usaha demi mendukung perkembangan usaha
mereka. Oleh karena itu, data berikut digunakan untuk memperkuat hasil wawancara dan pengamatan langsung terkait
ketepatan sasaran pelaksanaan OSS di Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 1. Jumlah Penerbitan NIB UMKM melalui OSS di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2023

Jumlah NIB

Tahun Diterbitkan
2020 512
2021 805
2022 1124
2023 1.486

Sumber: Data Sekunder DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo, Diolah Peneliti, 2025

Dari data tersebut, pelaksanaan OSS di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa jumlah penerbitan NIB
meningkat secara bertahap setelah pemerintah daerah melakukan sosialisasi dan pendampingan yang lebih luas kepada
pelaku UMKM. Pada saat awal penerapan, layanan OSS lebih banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha menengah
yang sudah siap secara administrasi, memiliki akses internet, serta menguasai teknologi digital lebih baik
dibandingkan dengan UMKM kecil. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi layanan berbasis digital pada saat awal
pelak sanaan belum sepenuhnya menjangkau semua kelompok usaha secara adil. Namun, seiring dengan meningkatnya
aktivitas sosialisasi, pendampingan langsung, dan program jemput bola sampai ke tingkat desa, akses layanan OSS
semakin meluas bagi pelaku UMKM mikro dan kecil. Perkembangan ini menandakan bahwa pendekatan komunikasi
dan pendampingan berperan penting dalam membantu masyarakat memahami prosedur legalitas usaha berb
digital. Selain itu, kenaikan jumlah penerbitan NIB juga mencerminkan dorongan kesadaran pelaku UMKM akan
pentingnya legalitas usaha untuk mendukung pengembangan usaha, akses terhadap bantuan pemerintah, serta
peningkatan kepercayaan usaha di masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas ketepatan sasaran program
OSS tidak hanya dipengaruhi oleh tersedianya sistem pelayanan online, tetapi juga kemampuan pemerintah daerah
dalam memperluas akses layanan sesuai dengan kondisi sosial pelaku UMKM secara adaptif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, pelaksanaan OSS di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan
bahwa sasaran program belum sepenuhnya merata di tahap awal implementasi. Kelompok pelaku usaha yang lebih
cepat menggunakan layanan ini umumnya berasal dari masyarakat yang telah memiliki keterampilan penggunaan
teknologi dan akses internet yang baik. Sementara itu, UMKM mikro di sejumlah daerah pedesaan masih mengalami
kendala dalam memahami prosedur digital sehingga memerlukan pendampingan langsung dari perangkat desa atau
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petugas pelayanan. Keadaan ini menunjukkan bahwa efektivitas dari sasaran program bukan hanya berdasarkan pada
kesiapan sistem teknologi, melainkan juga pada kesiapan sosial masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan
layanan berbasis digital. Namun, seiring dengan meningkatnya sosialisasi dan pendampingan di lapangan, akses
masyarakat terhadap layanan OSS mulai menunjukkan kemajuan. Hal ini terlihat dari meningkatnya kesadaran pelaku
UMKM tentang pentingnya legalitas usaha serta bertambahnya jumlah masyarakat yang mulai mengurus NIB baik
secara online maupun melalui pendampingan langsung.

Temuan dari studi ini selaras dengan penelitian yang dibuat oleh Damayanti (2024) yang menyoroti
pentingnya pendampingan dalam membantu pelaku UMKM memahami cara menggunakan OSS serta proses
pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB). Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa tingginya tingkat
ketidakpahaman digital merupakan salah satu kendala utama dalam pelaksanaan layanan berbasis digital, khususnya
untuk UMKM mikro. Situasi yang serupa juga terlihat dalam penelitian ini, di mana masih banyak pelaku usaha yang
bergantung pada bantuan dari perangkat desa atau petugas layanan saat mendaftar OSS. Temuan di Kabupaten
Sidoarjo menunjukkan bahwa keberhasilan layanan perizinan daring bukan hanya mengacu pada sistem digital yang
ada, melainkan pada kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan akses layanan melalui sosialisasi,
pendampingan, dan interaksi langsung dengan masyarakat di tingkat desa.

B. Sosialisasi [ogram

Sosialisasi program menurut Budiani (2007) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana
informa ulemg suatu program dapat disampaikan dan dimengerti oleh kelompok yang menjadi sasaran. Dalam
konteks layanan perizinan daring melalui sistem Online Single Submission (OSS), sosialisasi program tidak hanya
meliputi penyampaian informasi terkait prosedur layanan, tetapi juga mencakup kemampuan pemerintah dalam
membangun pemahaman masyarakat tentang pentingnya legalitas usaha serta penggunaan sistem digital dalam proses
administrasi izin. Sosialisasi ini sangat penting karena penerapan OSS mengubah cara pelayanan dari metode manual
ke metode berbasis teknologi, yang memerlukan pemahaman masyarakat terhadap prosedur digital. Efektivitas
sosialisasi tidak hanya dapat dilihat dari banyaknya kegiatan penyuluhan yang dilakukan, tetapi juga dari seberapa
besar pemahaman masyarakat setelah menerima informasi tersebut. Dalam praktiknya, keberhasilan sosialisasi sangat
dipengaruhi oleh cara yang digunakan untuk menyampaikan informasi, frekuensi pendampingan, serta kemampuan
pemerintah untuk menyesuaikan cara komunikasi dengan karakteristik pelaku UMKM. Hal tersebut sangat penting
karena banyak pelaku usaha mikro di tingkat desa masih memiliki keterbatasan dalam literasi digital, sehingga
memerlukan penjelasan yang lebih gampang dimengerti dan pendampingan secara langsung. Oleh karena itu,
sosialisasi program menjadi komponen krusial dalam menentukan keberhasilan implementasi OSS karena
berhubungan langsung dengan kesiapan masyarakat untuk memanfaatkan layanan perizinan online secara mandiri dan
berkelanjutan.

Sebelum OSS diluncurkan, masyarakat di Kabupaten Sidoarjo umumnya mendapatkan informasi tentang
pengurusan izin usaha melalui interaksi langsung di kantor pelayanan atau dari perangkat desa. Keadaan ini
mengakibatkan pemahaman masyarakat mengenai prosedur perizinan masih sangat terbatas karena penyebaran
informasi belum merata, terutama bagi para pelaku UMKM kecil di daerah pedesaan. Di samping itu, sebagian
masyarakat berpendapat bahwa proses pengurusan izin usaha cukup rumit, sehingga banyak pelaku usaha yang
menjalankan usahanya tanpa izin resmi. Setelah penerapan OSS, pemerintah dacrah mulai melakukan berbagai
kegiatan s lisasi, seperti penyuluhan di kecamatan, pendampingan untuk UMKM, di usi informasi melalui
media sosial, hingga program jemput bola ke desa-desa. Perubahan tersebut menyebabkan masyarakat mulai lebih
mengenal pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB). Namun, keadaan di lapangan menunjukkan bahwa tingkat
pemahaman masyarakat terhadap OSS masih beragam. Sebagian pelaku usaha dapat memahami prosedur digital
dengan cepat, sedangkan kelompok UMKM mikro yang belum terbiasa dengan teknologi masih kesulitan memahami
langkah-langkah pendaftaran secara mandiri. Berdasarkan waw ancara yang dilaksanakan dengan beberapa informan,
dijumpai bahwa keberhasilan sosialisasi OSS lebih efektif ketika dilakukan melalui pendampingan langsung
dibandingkan hanya dengan menyampaikan informasi secara umum.

Dari wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Aris yang merupakan staf pelayanan perizinan
DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo, dijelaskan bahwa pada awal penerapan OSS, tantangan terbesar bagi pemerintah
dacrah bukan hanya pada penerapan sistem digital, tetapi juga bagaimana cara menyampaikan pemahaman kepada
masyarakat mengenai pergeseran pola pelayanan perizinan. Beliau menjelaskan:

“dAwalnya, banyak orang di masyarakat yang belum mengerti apa itu OSS dan mengapa
proses perizinan kini dilakukan secara daring. Banyak pelaku usaha yang datang ke kantor hanya
untuk bertanya apakah mereka masih bisa mengurus izin usaha secara langsung seperti dulu. Pada
masa itu, kami sering melakukan sosialisasi di kecamatan dan desa karena banyak yang merasa
bahwa OSS itu sulit. Dalam sosialisasi, masyarakat biasanya lebilt mudah menangkap penjelasan
ketika langsung dilakukan sambil berlatih membuat akun dan memasukkan data usaha. Jika hanya
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dijelaskan melalui media sosial atau brosur, sebagian orang, terutama UMKM kecil, masih
kebingungan karena belum akrab dengan sistem digital. Selain itu, ada yang berpikir bahwa
legalitas usaha tidak begitu penting, sehingga kami perlu menjelaskan manfaat NIB untuk
mendapatkan bantuan dan mengembangkan usaha mereka. Setelah beberapa kali sosialisasi,
masyarakat mulai memahami proses OSS, meskipun beberapa masih membutuhkan bantuan
langsung.”

Dari wawancara yang dilakukan dengan Ibu Rina, seorang pelaku UMKM makanan ringan di Kecamatan
Krembung, terungkap bahwa pemahaman tentang OSS mulai muncul setelah ada sosialisasi dan pendampingan
langsung dari pemerintah daerah serta perangkat desa. Ia memaparkan:

“Saya pertama kali mendengar rentang OSS dari informasi yang disampaikan perangkat desa
saat pendampingan UMKM di balai desa. Sebelunmya, saya hanya tahu bahwa untuk mengurus izin
usaha harus datang ke kantor dan prosesnya cukup lama. Pada sosialisasi dijelaskan bahwa kini
pembuatan NIB bisa dilakukan secara online dan ternyata lebih cepat dibandingkan dengan cara
lama. Namun, saar penjelasan awal, saya masih belum sepenuhnya paham karena banyak istilah
vang terasa sulit dimengerti. Setelah itu, petugas mulai menjelaskan sambil praktik langsung
menggunakan laptop sehing ga kami lebih mudah memahami langkah-langkahnya. Menurut saya,
metode seperti ini lebih membantu dibandingkan hanya mendapatkan penjelasan secara umum.
Selain itu, pendampingan langsung membuat kami lebih berani mencoba karena jika ada kesalahan,
bisa segera dibantu. Banyak pelaku usaha kecil di desa yang sebenarnya ingin memiliki izin usaha,
tetapi mereka takut salah saat mengisi data atau menggunakan sistem online. Oleh karena itu,
sosialisasi yang disertai praktik langsung jauh lebih efektif untuk masyarakat kecil seperti kami.

Setelah penyampaian hasil wawancara terkait indikator sosialisasi plmam, peneliti lalu menampilkan
dokumentasi aktivitas sosialisasi layanan perizinan UMKM yang diadakan oleh Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo. Dokumentasi ini berfungsi untuk memperkuat data lapangan
mengenai pelak sanaan sosialisasi OSS kepada masyarakat, terutama bagi pelaku UMKM di tingkat desa. Aktivitas
sosialisasi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya fokus pada penerapan sistem layanan digital, tetapi
juga melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat melalui penyuluhan dan pendampingan di lapangan. Dalam
penelitian ini, sosialisasi menjadi elemen penting karena peralihan layanan dari sistem manual ke layanan berbasis
online memerlukan proses adaptasi masyarakat terhadap penggunaan teknologi digital. Oleh karena itu, dokumentasi
yang ada digunakan untuk menggambarkan cara pelaksanaan sosialisasi OSS secara langsung kepada masyarakat,
sebagai upaya dalam mendorong pemahaman para pelaku UMKM tentang krusialnya legalitas usaha dan penggunaan
sistem OSS.

Gambar 1. Aktivitas Sosialisasi Mempermudah Usalﬂm Layanan Perizinan untuk UMKM di Desa
Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo
Sumber: Dokumentasi DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo, 2024

Gambar tersebut menggambarkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi tentang kemudahan berusaha dan layanan
perizinan UMKM yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo di Desa Sugihwaras, Kecamatan Candi.
Sosialisasi dilakukan dengan menyampaikan materi secara langsung kepada masyarakat dan pelaku UMKM mengenai
prosedur layanan OSS, pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB), serta kemudahan dalam mengurus legalitas usaha
secara digital. Berdasarkan dokumentasi tersebut, tampak bahwa pemerintah daerah mengadopsi pendekatan tatap
muka sebagai strategi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai layanan perizinan online. Pelaksanaan
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sosialisasi di tingkat desa menunjukkan usaha pemerintah untuk menjangkau pelaku UMKM kecil yang sebelumnya
mengalami keterbatasan infor dan pemahaman tentang penggunaan sistem OSS. Selain itu, kegiatan ini juga
melihatkan bahwa proses penerapan layanan digital bukan hanya tergantung pada keberadaan teknologi, melainkan
jugamemerlukan komunikasi langsung dan pendampingan agar masyarakat lebih mudah memahami prosedur layanan
1 praktis. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas
perizinan online untuk pengembangan UMKM di Kabupaten Sidoarjo.
Melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan beberapa informan, pelaksanaan sosialisasi OSS di
Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa metode komunikasi langsung sangat berpengaruh terhadap pemahaman
masyarakat mengenai layanan perizinan secara online. Para pelaku UMKM biasanya lebih cepat memahami prosedur
OSS saat sosialisasi dilakukan melalui praktik langsung dan pendampingan daripada hanya dengan penyebaran
inform ecara umum. Hal ini melihatkan bahwa penerapan layanan digital bukan hanya memerlukan kesiapan
teknologi, tetapi juga strategi komunikasi yang sesuai dengan karakter masyarakat yang menjadi target. Selain itu,
tingkat pemahaman masyarakat tentang OSS dipengaruhi oleh kemampuan penggunaan teknologi, usia pelaku usaha,
dan pengalaman sebelumnya dalam mengurus administrasi perizinan. Dalam pelaksanaannya, sosialisasi yang
dilakukan berulang kali dan disertai pendampingan lapangan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang
pentingnya legalitas usaha. Ini terlihat dari meningkatnya minat pelaku UMKM untuk mengurus NIB setelah
menerima penjelasan langsung tentang manfaat dan prosedur OSS. Dengan demikian, sosialisasi program menjadi
faktor penting yang meangaruhi keberhasilan implementasi layanan perizinan online di Kabupaten Sidoarjo.
Temuan dari studi ini selaras dengan penelitian yang dibuat oleh Nisak dan Hertati (2024), yang menjelaskan
bahwa efektivitas layanan digital sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pemerintah dalam menyampaikan informasi
kepada masyarakat yang menjadi target. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa rendahnya kecakapan digital di
kalangan masyarakat merupakan kendala utama dalam pelaksanaan layanan online. Oleh karena itu, diperlukan
pendekatan sosialisasi yang lebih komunikatif dan melibatkan masyarakat. Situasi serupa juga terlihat dalam
penelitian ini, di mana sejumlah pelaku UMKM di Kabupaten Sidoarjo lebih dapat memahami OSS melalui
pendampingan langsung ketimbang menerima informasi secara formal. Temuan ini menyoroti bahwa penerapan
layanan digital memerlukan strategi sosialisasi yang fleksibel terhadap kondisi sosial masyarakat agar layanan tersebut
benar-benar dapat dipahami dan dimanfaatkan secara merata oleh pelaku UMKM di daerah.

Kejelasan Tujuan Program

Tujuan Pla am menurut Budiani (2007) merupakan tolok ukur yang digunakan untuk menilai seberapa baik
il pelaksanaan pro sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pada konteks pelayanan izin
secara daring melewati sistem Online Single Submission (OSS), tujuan program ini terkait dengan usaha pemerintah
aluk membuat layanan perizinan yang lebih cepat, sederhana, transparan, dan terpadu demi mendukung pertumbuhan
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penerapan OSS tidak hanya b@uau untuk menyederhanakan
birokrasi pelayanan, tetapi juga untuk meningkatkan kepastian hukum bagi usaha melalui penerbitan Nomor Induk
Berusaha (NIB) dengan cara yang lebih efisien. Di samping itu, program ini dirancang untuk mengurangi praktik
pelayanan yang rumit dan mempercepat akses masyarakat terhadap legalitas usaha sehingga para pelaku UMKM dapat
lebih mudah mendapatkan bantuan usaha, akses pembiayaan, dan pengembangan pasar. Namun, dalam
pelaksanaannya, pencapaian tujuan program tidak hanya tergantung pada adanya sistem digital, tetapi juga
dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, pemahaman masyarakat terhadap teknologi, serta efektivitas
pendampingan layanan. Hal ini menunjukkan belhm(eberhelsilem tujuan OSS tidak dapat diukur hanya dari perubahan
tem layanan secara administratif, tetapi juga dari sejauh mana program ini mampu memberikan dampak nyata
terhadap kemudahan layanan dan peningkatan kesadaran akan legalitas usaha di kalangan pelaku UMKM di
Kabupaten Sidoarjo.

Sebelum OSS diterapkan, proses pelayanan perizinan di Kabupaten Sidoarjo masih dilakukan dengan cara
manual. Prosedur administrasi yang panjang dan waktu yang dibutuhkan relatif lama menyebabkan banyak
masyarakat menganggap pengurusan izin usaha sebagai proses yang rumit dan melelahkan, sehingga banyak pelaku
UMKM yang menjalankan usaha tanpa legalitas resmi. Selain itu, layanan yang masih mengutamakan tatap muka
memaksa masyarakat untuk datang langsung ke kantor layanan hanya untuk menyerahkan dokumen atau memperbaiki
kelengkapan administrasi. Setelah penerapan OSS, pemerintah daerah mulai melaksanakan sistem pelayanan digital
yang memungkinkan proses penerbitan NIB dilakukan secara online dan lebih terintegrasi. Perubahan ini berdampak
pada percepatan layanan dan peningkatan jumlah pelaku usaha yang mulai mengurus legalitas usahanya. Namun, di
lapangan terlihat bahwa tujuan program OSS belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh pelaku UMKM. Masyarakat
yang sudah terbiasa menggunakan teknologi digital merasakan kemudahan yang signifikan, sementara kelompok
UMKM mikro yang memiliki keterbatasan dalam penggunaan teknologi masih mengalami kesulitan dalam proses
pendaftaran dan penggunaan sistem OSS secara mandiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan,
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ditemukan bahwa pencapaian tujuan program OSS sangat dipengaruhi oleh sejauh mana masyarakat siap beradaptasi
terhadap perubahan layanan berbasis digital.

Menurut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Dian, selaku Kabid Admnistrasi DPMPTSP Kabupaten
Sidoarjo, dijelaskan bahwa tujuan utama penerapan OSS adalah mempercepat layanan dan mempermudah masyarakat
dalam mendapatkan legalitas usaha. Namun dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah juga perlu menyesuaikan
layanan dengan kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan digital yang berbeda-beda. [a menjelaskan:

“Sasaran wtama OSS itu untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus izin usaha tanpa
perlu bolak-balik ke kantor pelayanan. Sebelumnya, prosesnya cukup panjang karena masyarakat
harus membawa dokumen fisik dan melakukan verifikasi berulang kali. Saat ini, sebagian besar dari
proses itu sudah bisa dilakukan secara daring. Dari sisi pelayanan, memang lebih efisien karena
NIB bisa diterbitkan langsung setelah dokumen lengkap. Namun, dalam prakriknya tidak semua
orang dapat menggunakan sistem ini tanpa bantuan. Banyak pelaku UMKM kecil yang masih
membutuhkan pendampingan karena belum terbiasa dengan 1eknologi digital. Jadi meskipun sistem
telah dipermudah, pemerintah tetap perlu memberikan dukungan agar semua kelompok usaha
merasakan manfaat dari pelayanan ini. Selain itu, setelah masyarakat mendaparkan NIB, mereka
Juga mulai lebih mudah mendapatkan bantuan usaha dan program pemberdayaan lainnya dari
pemerintah. Ini menunjukkan bahwa OSS tidak hanya mempercepat proses pelayanan, tetapi juga
meningkatkan kesadaran akan pentingnya legalitas usaha.”

Melalui wawancara dengan informan, pelaksanaan OSS di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa tujuan
program sudah mulai terlihat dengan adanya perubahan dalam pelayanan yang lebih cepat, sederhana, dan terintegrasi
dibandingkan dengan sistem sebelumnya. Kehadiran OSS mempermudah masyarakat dalam mengakses legalitas
usaha tanpa harus melalui prosedur administrasi yang panjang seperti pada pelayanan manual. Selain itu, penerbitan
NIB secara daring mulai meningkatkan kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya legalitas usaha untuk
perkembangan usaha mereka. Akan tetapi, dalam implementasinya, pencapaian tujuan program masih dipengaruhi
oleh sejauh mana masyarakat siap untuk menggunakan teknologi digital. Sebagian pelaku usaha yang sudah terbiasa
dengan perangkat digital dapat memanfaatkan OSS secara mandiri, sementara kelompok UMKM mikro masih
memerlukan bimbingan untuk memahami proses pelayanan daring. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan OSS tidak
hanya berkaitan dengan percepatan pelayanan secara administratif, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan
pemerintah daerah untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat beradaptasi dengan perubahan sistem
pelayanan digital secara ‘(ld

Temuan dari studi ini selaras dengan hasil penelitian yang dibuat oleh Christiawan (2021), yang menjelaskan
bahwa penerapan OSS bertujuan untuk menciptakan pelayanan perizinan yang lebih efisien, jelas, dan terintegr
melalui platform digital. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat tercermin dari
kesiapan sumber daya manusia serta kemampuan masyarakat dalam memahami layanan berb teknologi. Situasi
yang sama juga ditemukan dalam studi ini, di mana pencapaian sasaran OSS di Kabupaten Sidoarjo bukan hanya
mengacu pada adanya sistem online, melainkan juga pada seberapa baik masyarakat memahami penggunaan teknologi
digital. Namun, penelitian ini berbeda karena lebih menekankan kata hubungan antara tujuan program dan kesiapan
masyarakat dalam beradaptasi terhadap perubahan layanan berbasis digital di tingkat daerah.

D. Pemantauan Program

Pemantavan program menurut Budiani (2007) adala]ﬂumu yang digunakan untuk menilai sejauh mana
pelaksanaan suatu program§¥@wasi, dievaluasi, dan dikelola agar tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang telah
ditentukan. Dalam konteks an perizinan daring melalui sistem Online Single Submission (OSS), per
program berhubungan dengan upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo
untuk memaakem bahwa proses pelayanan berjalan dengan efektif, terintegrasi, dan dapat memenuhi kebutuhan
arakat pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemantauan bukan hanya mencakup sistem
pelayanan secara administratif, tetapi juga mencakup evaluasi mengenai masalah penggunaan OSS, tingkat
pemahaman masyarakat, kualitas dukungan pelayanan, serta efektifitas sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh
pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan pelayanan digital, pemantauan menjadi sangat penting karena peralihan sistem
dari manual ke online menghadirkan dinamika baru di lapangan, terutama yang berkaitan dengan kesiapan teknologi
dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan sistem digital secara mandiri. Oleh karena itu, keberhasilan 0SS
tidak hanya tergantung pada adanya platform pelayanan, tetapi juga pada konsistensi pemerintah daerah dalam
melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap masalah yang muncul selama proses implementasi. Dengan pemantauan
program yang berkelanjutan, pemerintah dapat memahami bentuk kendala yang dihadapi masyarakat sehingga
layanan perizinan online dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan pelaku UMKM di Kabupaten Sidoarjo.
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Sebelum penerapan OSS, pengawasan layanan perizinan di Kabupaten Sidoarjo masih dilakukan secara
konvensional melalui pemantauan langsung terhadap pelayanan admin di kantor. Situasi ini membuat eval
layanan lebih terfokus pada kelengkapan dokumen fisik dan waktu penyelesaian administrasi secara langsung. Di
samping itu, masyarakat yang menghadapi kendala dalam pelayanan biasanya harus mendatangi kantor untuk
menyampaikan keluhan atau meminta penjelasan terkait proses perizinan. Setelah OSS diterapkan, mekanisme
pemantauan mulai berubah karena pelayanan dilaksanakan melalui sistem digital yang terintegr secara online.
Pemerintah daerah mulai melakukan pemantauan terhadap proses penerbitan NIB, kendala penggunaan sistem, serta
respons masyarakat terhadap layanan OSS. Di samping itu, evaluasi juga dilakukan melalui pendampingan langsung,
sosialisasi ulang, serta layanan konsultasi bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran.
Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa pemantauan layanan OSS masih mengalami tantangan, terutama
pada perbedaan tingkat kemampuan digital masyarakat dan kendala teknis dalam menggunakan sistem online.
Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan, diketahui bahwa pemantauan lebih efektif ketika pemerintah
bukan hanya menanti laporan dari masyarakat, melainkan melakukan evaluasi langsung melalui pendampingan dan
komunikasi aktif dengan pelaku UMKM di lapangan.

Hasil wawancara dengan Bapak Aris sebagai staf pelayanan perizinan DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo
menuturkan bahwa pemantauan pelaksanaan OSS dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi kendala dalam
pelayanan dan memastikan masyarakat mendapatkan pendampingan saat mengalami kesulitan dalam menggunakan
sistem. Beliau menjelaskan:

“Dalam pelaksanaan OSS, pemantauan selalu dilakukan karena setiap individu dalam
masyarakat memiliki tingkat pemahaman yang berbeda mengenai layanan online. Kami sering
menghadapi masalah yang wmum dialami masyarakat, seperti kesulitan dalam mengunggah
dokumen, kesalahan saat memasukkan data, atau kurangnya pemahaman tentang proses
pendaftaran. Dari situ, kami melakukan evaluasi terhadap layanan agar pendampingan bisa lebih
sesual dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Selain itu, kami juga terbuka untuk konsultasi
langsung dari para pelaku usaha yang datang ke kantor pelayanan maupun saat kegiatan sosialisasi
di tingkat kecamatan dan desa. Jika terdapat masalah yang sering muncul, kami biasanya
menyampaikannya kembali dalam ke giatan pendampingan agar masyarakat lebih memahami alur
OSS. Dengan demikian, pemantauan bukan hanya untuk memastikan sistem berfungsi, tetapi juga
untuk melihat bagaimana masyarakat dapat menggunakan layanan tersebut dengan efektif. Sebab,
meskipun sistem berjalan, jika masyarakat masih bingung dalam penggunaannya, itu artinya
pelayanan belum sepenuhnya efektif.”

Berdasarkan wawancara dengan informan, pelaksanaan pemantauan OSS di Kabupaten Sidoarjo
menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya fokus pada keberlangsungan sistem pelayanan digital, tetapi juga
pada evaluasi kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan layanan online secara mandiri. Pemantauan dilakukan
melalui pelayanan konsultasi, pendampingan di lapangan, kegiatan sosialisasi ulang, dan komunikasi langsung dengan
pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dalam pelayanan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi OSS
memerlukan pengawasan yang adaptif karena hambatan dalam pelayanan tidak hanya berasal dari sistem teknologi,
tetapi juga dari keterbatasan pemahaman masyarakat tentang prosedur digital. Selain itu, proses pemantauan yang
dilakukan secara langsung membantu pemerintah daerah mengenali jenis kendala yang paling sering dialami

asyarakat sehingga strategi pendampingan bisa disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Dalam praktiknya, adanya
evaluasi dan pendampingan secara berkelanjutan mulai meningkatkan keperca; yarakat terhadap layanan OSS
serta mendorong pelaa UMKM untuk lebih aktif dalam mengurus legalitas usahanya.

Temuan dari penelitian ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nisak dan Hertati (2024) yang
menjelaskan bahwa pengawasan terhadap layanan digital merupakan aspek penting untuk menjamin efektivitas
pelaksanaan program yang berbasis teknologi. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa evaluasi layanan harus
dilakukan secara berkesinambungan karena adanya perubahan dalam sistem digital dapat menyebabkan kemunculan
masalah baru bagi masyarakat yang belum akrab dengan teknologi. Kondisi yang sama juga teridentifikasi dalam
penelitian ini, di mana pemerintah daerah harus menyediakan pendampingan dan komunikasi langsung untuk
memahami kesulitan yang dihadapi pelaku UMKM dalam menggunakan OSS. Temuan ini menunjukkan pentingnya
pengawasan yang berkelanjutan dalam implementasi pelayanan perizinan online, agar layanan digital tidak hanya
berjalan secara sistematis, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh semua lapisan masyarakat.
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VII. SIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, efektivitas layanan perizinan secara online melalui sistem Online Single
Submission (OSS) di Kabupaten Sidoarjo melihatkan bahwa penggunaan layanan digital telah memberikan manfaat
positif bagi pengembangan UMKM, terutama dalam menyederhanakan akses terhadap legalitas usaha dan layanan
perizinan. Dalam hal ketepatan sasaran program, OSS mulai menjangkau pelaku UMKM melalui beragam kegiatan
dan program yang mendatangi langsung masyarakat sampai ke tingkat kecamatan dan desa. Mengenai
sosialisasi program, penyebarluasan informasi tentang OSS dianggap membantu meningkatkan kesadaran masyarakat
akan pentingnya legalitas usaha, meskipun masih ada beberapa pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dalam
literasi digital ketika menggunakan sistem. Selanjutnya, untuk tujuan program, penerapan OSS dinilai mampu
menyediakan layanan perizinan yang lebih cepat, transparan, dan efisien jika dinilai dengan sistem manual yang ada
sebelumnya, karena masyarakat bisa mengakses layanan secara online tanpa perlu pergi ke kantor layanan. Meskipun
demikian, dalam hal pemantauan program, masih terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya pendampingan teknis,
gangguan pada sistem layanan, serta tingginya ketergantungan masyarakat pada bantuan dari aparat desa dan petugas
layanan dalam proses pengajuan perizinan. Dengan demikian, keberhasilan pelak sanaan OSS bukan hanya tergantung
pada adanya teknologi layanan, melainkan pada efektivitas sosialisasi, kesiapan sumber daya manusia, kualitas
pendampingan, serta dukungan dari lembaga pemerintah dalam membangun layanan digital yang inklusif dan
berkelanjutan untuk pelaku UMKM.
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